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Peraturan Mengenai Rencana Bisnis Bank
oleh David Wijaya

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (“0JK”) telah mencabut Peraturan Bank Indonesia No.
12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank (“PBI Ne. 12/2010”), dan menggantikannya dengan Pera-
turan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (“POJK No. 5/2016"),

yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2016.

Sesuai dengan POJK No 5/2016,
Rencana Bisnis adalah dokumen
tertulis yang menggambarkan
rencana kegiata usaha bank jangka
pendek (satu tahun) dan jangka
menengah (tiga tahun), termasuk
rencana untuk meningkatkan kinerja
usaha serta strategi untuk mereal-
isasikan rencana tersebut sesuai
dengan target dan waktu vyang
ditetapkan, dengan tetap memperha-
tikan pemenuhan ketentuan keha-
ti-hatian dan penerapan manajemen
risiko. Bank wajib untuk menyusun
RencanaBisnis secararealistis setiap
tahunnya. Rencana Bisnis tersebut
wajib disusun oleh direksi dan disetujui
serta diawasi oleh dewan komisaris.
Lebih lanjut, POJK No. 5/2016 juga
mewajibkan direksi untuk mengkomu-
nikasikan Rencana Bisnis tersebut
kepada pemegang saham bank dan
seluruh jenjang organisasi yang ada
pada bank.

POJK 5/2016 mengatur mengenai
cakupan Rencana Bisnis yang lebih
luas dari PBI No. 12/2010, cakupan
yang harus ada dalam Rencana Bisnis
paling sedikit meliputi: ringkasan
eksekutif; kebijakan dan strategi
manajemen, penerapan manajemen
risiko dan kinerja bank saat ini, proyek-
si laporan keuangan berserta asumsi
yang digunakan; proyek rasio-rasio
dan pos-pos tertentu lainnya; rencana
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pendanaan; rencana penamaan dana;
rencana penyertaan modal; rencana
permodalan; rencana pengembangan
organisasi dan sumber daya manusia;
rencana penerbitan produk dan/atau
pelaksanaan aktivitas baru; rencana
pengembangan dan/atau perubahan
jaringan kantor; dan informasi lainnya.
Informasi lain yang dimaksud dalam
hal ini adalah informasi yang harus
disampaikan karena dapat mempen-
garuhi kegiatan usaha bank yang
belum disebutkan dalam cakupan
tersebut. Bank wajib untuk menyam-
paikan Rencana Bisnis tersebut
kepada OJK paling lambat pada akhir
bulan November sebelum tahun
Rencana Bisnis dimulai. Terkait
dengan penyampaian tersebut, OJK
berwenang untuk meminta bank
melakukan penyesuaian dalam hal
Rencana Bisnis yang disampaikan
dinilai belum sepenuhnya memenuhi
ketentuan yang ada dalam POJK
5/2016.

Bank juga wajib untuk menyampaikan
Laporan Realisasi Rencana Bisnis per
triwulan dan Laporan Pengawasan
Rencana Bisnis per smester. Laporan
Realisasi Rencana Bisnis per triwulan
wajib disampaikan kepada OJK dengan
batas waktu:

1. paling lambat 1 (satu) bulan
setelah triwulan yang bersangku-
tan berakhir; atau

2. paling lambat 45 (empat puluh
lima ) hari kalender setelah triwu-
lan yang bersangkutan bagi bank
yang sistem antar kantornya
belum online dan memiliki lebih dari
100 (seratus) cabang.

Laporan Realisasi Rencana Bisnis
sebagaimana dimaksud meliputi:

1. penjelasan mengenai pencapaian
Rencana Bisnis;

2. Penjelasan mengenai deviasi atas
realisasi Rencana Bisnis;

3. tindak lanjut atas pencapaian
Rencana Bisnis;

4. Rasio keuangan dan pos-pos
tertentu; dan

5. informasilainnya.

Sedangkan Laporan Pengawasan
Rencana Bisnis per smester wajib
disampaikan kepada OJK paling

lambat 2 (dua) bulan setelah semes-
ter yang dimaksud berakhir, yang
paling sedikit meliputi penilaian dewan
komisaris mengenai pelaksanaan
RencanaBisnis baik secara kuantitat-
if maupun kualitatif, faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja bank, dan
upaya yang memperbaiki kinerja bank.

Dalam hal bank tidak menyampaikan
Rencana Bisnis, Laporan Realisasi
Rencana Bisnis, atau Laporan Penga-
wasan Rencana Bisnis, bank akan
dikenakan sanksi berupa denda sebe-
sar Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta Rupiah) untuk masing-masing
laporan. Sedangkan untuk keterlam-
batan penyampaian Rencana Bisnis,
Laporan Realisasi Rencana Bisnis,
atau Laporan Pengawasan Rencana
Bisnis, bank akan dikenakan denda
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta
Rupiah) per hari keterlambatan untuk
masing-masing laporan.
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Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas
oleh Dehlia Sahthio Winingsih

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh status badan hukum dan perubah-
an anggaran dasar tertentu dalam perseroan terbatas, memerlukan pengesahan atau persetujuan dari
pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut telah
diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014 (“Permenkumham No. 4/2014”) tentang Tata Cara Penga-
juan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Pen-
yampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Per-
menkumham No. 1/2016").

Perubahan yang diatur di dalam Permenkumham No. 1/2016 di antaranya adalah penambahan beberapa dokumen
pendukung untuk diserahkan kepada Menkumham. Penambahan dokumen pendukung tersebut mencakup validasi badan
hukum, perubahan pada Anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan. Berikut ini adalah tabel perbandingan
Permenkumham No. 4/2014 dengan Permenkumham No. 1/2016:

No. PERMENKUMHAM No. 4/2014 PERMENKUMHAM No. 1/2016

1. Penambahan ketentuan tidak diatur 1. dalam penyampaian dokumen, pemohon wajib mengunggah akta pendirian
pada Permohonan Perseroan;
Pengesahaan Perseroan 2. membuat surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh
Terbatas kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP") dan laporan penerimaan surat

pemberitahuan tahunan pajak.

2. Penambahan dan Sebelum perubahan: Perubahan:
perubahan pemberitahuan | Fotokopi kartu NPWP yang diketahui Fotokopi kartu NPWP dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan
perubahan anggaran dasar | Notaris sesuai dengan aslinya. pajak Perseroan.
perseroan

Penambahan ketentuan:

1. Dalam penyampain dokumen pemohon wajib mengunggah akta perubahan
anggaran dasar Perseroan dan neraca sertalaporan laba rugi dari tahun
buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit;

2. Fotokopineraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi
Perseroan yang wajib diaudit.

3. Ketentuan dalam point 2 di atas tidak berlaku bagi Perseroan yang
melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1tahun setelah nomor
pokok wajib pajak diterbitkan.

3. Perubahan ketentuan tata Dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis untuk
cara permohonan dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis | tatacarapermohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan
pengesahan badan hukum mutandis untuk tata cara permohonan dan perubahan data perseroan
dan pemberitahuan pemberitahuan perubahan anggaran
perubahan data perseroan dasar dan perubahan data perseroan.

4. Penambahan ketentuan 1. Dalam menyampaikan dokumen pemohon wajib mengunggah akta
dalam bagian perubahan data perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun
pemberitahuan perubahan bukuyang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit;
dataperseroan 2. Penambahan dokumen berupa:

(a) Fotokopi neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan
bagi Perseroan yang wajib diaudit;
(b) Fotokopi kartu NPWP dan laporan penerimaan surat pemberitahuan
tahunan pajak Perseroan.
3. Ketentuan dalam point 2 huruf b di atas tidak berlaku bagi Perseroan yang
melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1tahun setelah nomor
pokok wajib pajak diterbitkan.
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Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian
Rekomendasi Pelaksanaan Ekspor Mineral
Hasil Pengolahan dan Pemurnian

oleh David Wijaya.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 ta-
hun 2016 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral
ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (“Permen ESDM No. 5/2016"), pada tanggal 5 Februari
2016. Dengan berlakunya Permen ESDM No. 5/2016 ini, maka Peraturan Menteri Energi Dan Sumber
Daya Mineral Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelak-
sanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (“Permen ESDM No. 11/2014")
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK
Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi
Khusus untuk pengolahan dan/atau pe-
murnian, IlUP Operasi Produksi khusus
pengangkutan dan penjualan atau Kon-
trak Karya dapat melakukan ekspor apabi-
la: (a) mineral logam yang telah memenuhi
batasan minimum pemurnian; dan/atau
(b) mineral bukan logam atau batuan yang
telah memenuhi batasan minimum pengo-
lahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS
(Harmonized System) sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku dan setelah men-
dapat persetujuan ekspor dari Kemente-
rian Perdagangan (“Menteri’), tepatnya
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Ne-
geri (“Direktur Jenderal”). Namun, sebelum
mendapatkan persetujuan ekspor terse-
but, pemegang IUP harus mendapatkan
rekomendasi'. Pemegang IUP wajib untuk
mengajukan permohonan rekomendasi ke-
pada Menteri c.q. DirJen dan harus me-
lengkapi persyaratan sebagaimana ter-
cantum dalam Pasal 5 Permen ESDM No.
5/2016. Format surat permohonan untuk
rekomendasi tersebut wajib dibuat sesuai
dengan Lampiran IIA dan Lampiran lIB Per-
men ESDM No. 5/2016.

Salah satu syarat dalam pengajuan per-
mohonan rekomendasi dalam Pasal 5 Per-
men ESDM No.5/2016 adalah melampirkan
rencana pembangunan fasilitas pemurni-
an mineral® di dalam negeri yang disetujui
oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
Pemegang IUP wajib mengajukan persetu-
juan atas rencana pembangunan fasilitas
Pemurinan tersebut sesuai dengan for-
mat sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran VA dan Lampiran VB Permen ESDM
No. 5/2016. Direktur Jenderal akan me-
lakukan evaluasi terhadap permohonan
tersebut dan akan memberikan persetu-
juan paling lama 25 (dua puluh) lima hari
kalender terhitung sejak permohonan ter-
sebut diterima secara lengkap dan benar.
Sejalan dengan Permen ESDM 11/2014, da-
lam Permen ESDM No.5/2016 juga masih
memberlakukan penempatan jaminan ke-
sungguhan sebesar 5% (lima persen) dari
nilai investasi bary; atau 5% (lima persen)
dari sisa nilai investasi yang belum tereal-
isasi bagi pembangunan fasilitas pemur-
nian yang telah berjalan.

Setelah diterimanya permohonan reko-
mendasi tersebut, Direktur Jenderal akan
melakukan evaluasi terhadap permohonan
rekomendasi tersebut. Berdasarkan hasil
evaluasi tersebut, Direktur Jenderal akan
memberikan persetujuan atau penolakan
permohonan rekomendasi dalam jangka
waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal permo-
honan diterima secara lengkap dan benar.
Dalam hal permohonan ditolak, Direktur
Jenderal akan memberikan alasan peno-
lakan. Rekomendasi tersebut berlaku un-
tuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat
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diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam)
bulan setiap kali perpanjangan. Permoho-
nan perpanjangan rekomendasi tersebut di-
ajukan paling cepat 45 (empat puluh lima)
hari kalender dan paling lambat 30 (tiga pu-
luh) hari kalender sebelum masa berlaku Re-
komendasi berakhir. Permohonan perpan-
jangan rekomendasi wajib melampirkan per-
syaratan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 9 Permen ESDM No. 5/2016.

Hal utama yang membedakan antara Per-
men ESDM No. 5/2016 dan Permen ESDM
No. 11/2014 terletak pada evaluasi yang
dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap
permohonan perpanjangan rekomendasi.
Dalam Permen ESDM No. 5/2016, evaluasi
terhadap kemajuan pembangunan fasili-
tas Permurnian dalam rangka perpanjan-
gan rekomendasi harus mencapai paling
sedikit 60% dari target yang dihitung
secara kumulatif dan apabila dalam hal
target tersebut tidak terpenuhi, maka
perpanjangan rekomendasi dapat diberi-
kan dengan tingkat kemajuan pembangu-
nan fasilitas pemurnian dinilai sama de-
ngan capaian pada periode sebelumnya.
Sementara itu, dalam Permen ESDM No.
11/2014, apabila hasil evaluasi tidak men-
capai paling sedikit 60% dari target yang
dihitung secara kumulatif, maka rekomen-
dasi tersebut tidak dapat diperpanjang.

'Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat
Persetujuan Ekspor

2Pemurnian mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu
mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses
peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan
produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral
asal, antara lain berupa logam dan logam paduan
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Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

oleh Dehlia Sahthio Winingsih

Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) memegang peranan penting dalam menarik adanya investor asing. HKI
ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap paten, merek, desain industri, rahasia dagang, hak
cipta dan HKl lainnya yang dimiliki oleh investor tersebut. Secara khusus, Undang-Undang No. 28 Tahun
2014 (“UU No. 28/2014") tentang Hak Cipta telah mengamanatkan untuk mengatur pencatatan perjan-
jian lisensi oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Selama ini pelaksanaan pen-
catatan perjanjian lisensi belum bisa dieksekui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“DJH-
KI”), dikarenakan belum ada payung hukum yang jelas bagi DJHKI untuk melaksanakan pencatatan per-
janjian lisensi. Permasalahan tersebut akhirnya direspon oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia dengan mengeluarkan Peraturan No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara
Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“Permen No. 8/2016"), pada tanggal

24 Februari 2016.

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi
ini sangat penting dalam keberlang-
sungan, perkembangan, perlindungan
intelektual di Indonesia. Berdasarkan
Pasal 2 ayat 2 Permen No.8/2016, pen-
catatan perjanjian lisensi harus dilaku-
kan berdasarkan permohonan. Permo-
honan yang dimaksud adalah permo-
honan dari pemohon' yang melakukan
pencatatan perjanjian lisensi, yang se-
lanjutnya akan diajukan secara tertulis
kepada Menteri melalui laman atau
website DJHKI.

Dalam mengajukan permohonan, pe-
mohon harus mengguggah beberapa
dokumen dalam website DJHKI, seper-
ti salinan perjanjian lisensi atau bukti
perjanjian lisensi; salinan atau petikan
sertifikat Paten, Merek, Desain Indus-
tri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
atau bukti kepemilikan HKI tersebut
yang masih berlaku lisensinya; surat
kuasa khusus (apabila diperlukan); dan
asli bukti pembayaran biaya permo-
honan pencatatan perjanjian lisensi.

Selain dokumen-dokumen tersebut, pe-
mohon juga wajib mengisi formulir per-
nyataan secara elektronik bahwa per-
janjian lisensi yang dicatatkan meru-
pakan objek kekayaan intelektual, yang:

1. masih dalam masa perlindungan;

2. tidak merugikan kepentingan eko-
nomi nasional;

BULETIN VSL LEGAL - EDISI 33 - MARET 2016

3. tidak menghambat pengembangan
teknologi; dan

4. tidak bertentangan dengan keten-
tuan peraturan perundang-undan-
gan, kesusilaan dan ketertiban
umum.

Berdasarkan Pasal 6 Permen No. 8/
2016, permohonan pencatatan per-
janjian lisensi diajukan oleh warga ne-
gara asing dan/atau hal objek permo-
honan pencatatan perjanjian lisensi
merupakan milik warga negara asing,
wajib dilakukan oleh konsultan keka-
yaan intelektual yang berdomisili di In-
donesia.

Apabila pemohon telah melengkapi do-
kumen sesuai syarat-syarat dalam
Permen No. 8/2016, dan persyaratan di-
nyatakan lengkap, maka Menteri men-
catatkan perjanjian lisensi dan meng-
umumkan pencatatan perjanjian lisen-
si dalam website resmi DJHKI. Pen-
catatan tersebut berlaku untuk jang-
ka waktu 5 tahun. Apabila jangka wak-
tu tersebut telah berakhir, pemohon
wajib mengajukan permohonan kem-
bali sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan di bidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

' Pemohon adalah pemberilisensi,
penerima lisensi atau kuasanya
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